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A. PENDAHULUAN
1. UMUM

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai

dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu “PASTI” yang merupakan

akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang

terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam
konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia diaharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai
tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan
integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mampu menjadi aparatur sipil yang
unggul dan berkelas dunia;

Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pertanggungjawaban tersebut
berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan.
Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus
dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan
ketentuan atau peraturan yang berlaku;

Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu
keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada
beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif,
feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan
komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta
kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan
melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian

Hukum dan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dengan insititusi terkait;



Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan
dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan
dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan
imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan
produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung
kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Predikat Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang
diraih 83 satuan kerja (satker) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham) pada tahun lalu, tidak diraih dengan mudah. Butuh kerja keras,
kedisiplinan, dan yang tak kalah penting adalah komitmen. Yang disebut terakhir bahkan
merupakan esensi atau inti, sekaligus awal dari keseluruhan jalan panjang meraih
predikat ZI. Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan instansi pemerintah yang
berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM). melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan
korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Terdapat beberapa tahapan
pembangunan Zona Integritas, dimulai dari pencanangan, pembangunan, pengusulan,
penilaian, dan penetapan menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM). Tahapan penting yang harus dipersiapkan dengan matang
adalah pada tahap pembangunan. Pembangunan di sini berarti membangun integritas
instansi melalui berbagai perubahan dan perbaikan dengan terencana, terukur, dan
sistematis Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mensukseskan Pembangunan
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) antara lain komitmen pimpinan dan seluruh pegawai, kemudahan
pelayanan, program yang menyentuh masyarakat, monitoring dan evaluasi
berkelanjutan, serta strategi komunikasi untuk memastikan aktivitas dan inovasi yang
dilakukan diketahui oleh masyarakat. Untuk itu Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan
Kegiatan Pencanangan Zona Integritas yang disaksikan oleh Instansi terkait dan
dipublikasikan kepada masyarakat luas sebagai wujud komitmen dalam mewujudkan
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).



2. Maksud & Tujuan

Maksud dan Tujuan dilaksanakannya kegiatan Pencanangan Zona Integritas sebagai
wujud Komitmen Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1IB Sungailiat dalam membangun Zona
Integritas menuju Satker berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM).

3. Dasar

a. Peaturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PW.02.03 Tahun 2011
Tentang Pedoman Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

b. Surat Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nomor SEK.1-OT.03-003 Tanggal 4 Januari
2021 Tentang Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun
2021 Pada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Kegiatan pembangunan zona integritas rencana aksi dan target prioritas pada
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I[IB Sungailiat dilaksanakan pada hari Selasa,
24 Januari 2023. Kegiatan dilaksanakan di ruang kerja Kepala LembagaPemasyarakatan.
Kegiatan diawali dengan pembacaan deklarasi janji kinerja oleh Kepala Lapas Kelas 1IB
Sungailiat. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas dan komitmen
bersama secara simbolis oleh seluruh pejabat struktural. Dalam sambutannya Kepala
Lembaga Pemasyarakatan Kelas [IB Sungailiat menekankan bahwa pembangunan zona
integritas ini sebagai bentuk komitmen Lapas Kelas IIB Sungailiat untuk meningkatkan
kinerja dan evaluasi terhadap kinerja di tahun sebelumnya. Dirinya membacakan kutipan
arahan yang disampaikan oleh Presiden RepublikIndonesia Joko Widodo "Jangan sekali -
sekali melakukan penyimpangan atas anggaran negara dan jangan main main dengan uang
rakyat. Kita harus memastikan, meyakinkan diri bahwa kita ini diawasi oleh Tuhan dan
seluruh rakyat Indonesia”. Kepala Lembaga Pemasyarakatan memberikan apresiasi kepada
seluruh jajaran Lapas Kelas IIB Sungailiat yang telah melaksanakan tugas dengan penuh

tanggung jawab.

C. HASIL YANG DICAPAI
a. Dengan dilaksanakan kegiatan pencanangan zona Integritas menjadi langkah awal
yang serius dan penuh komitmen sekaligus membangkitkan semangat seluruh jajaran
untuk memenuhi target dan data dukung dalam pembangunan zona integritas menuju
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);



b. Terjalin sinergitas yang semakin solid dengan instansi terkait yang kedepannya akan

saling memberikan masukan-masukan.

D. SIMPULAN

Pencanangan Zona Integrirtas merupakan Suatu Aksi yang harus dilaksanakan,
dengan kegiatan tersebut diharapkan langkah selanjutnya dalam melaksanakan tugas dapat
berjalan sesuai dengan rencana. Sehingga upaya dalam menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Menjadi terarah sesuai dengan
rencana kerja yang telah ditetapkan.

E. PENUTUP
Demikian laporan kegiatan ini kami sampaikan. Semoga pemasyarakatan khususnya
Lembaga Pemasyarakatan Kelas I[IB Sungailiat dapat terus meningkatkan kualitas

pelayanan publik melalui inovasi pelayanan yang berkualitas.







